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ABSTRAK

Perkembangan pembiayaan murabahah pada perbankan syariah meningkatkan
potensi terjadinya sengketa akibat wanprestasi nasabah. Penyelesaian sengketa
ekonomi syariah di Pengadilan Agama mengutamakan mediasi sebagaimana diatur
dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Dalam perspektif hukum
ekonomi syariah, mediasi sejalan dengan konsep as-sulh yang mengedepankan
musyawarah, kerelaan, keadilan, dan kemaslahatan. Penelitian ini bertujuan
menganalisis pengaturan hukum penyelesaian sengketa wanprestasi akad
murabahah melalui mediasi dalam Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2025/PA.TPI di
Pengadilan Agama Tanjungpinang Kelas I A serta kesesuaiannya dengan konsep
as-sulh. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan
perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum diperoleh melalui studi

dokumen dan dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa melalui mediasi
dalam Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2025/PA.TPI telah sesuai dengan Pasal 49
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, PERMA Nomor
1 Tahun 2016, serta Pasal 1851 dan Pasal 1858 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata mengenai akta perdamaian. Kesepakatan yang dicapai para pihak dikuatkan
dalam akta perdamaian sehingga memiliki kekuatan hukum tetap dan kekuatan
eksekutorial. Selain itu, mekanisme tersebut telah memenubhi prinsip as-sulh, yaitu
an-taradin, syurd, al-'adl, husn an-niyyah, dan maslahah, sehingga mampu
mewujudkan penyelesaian sengketa yang memberikan kepastian hukum, keadilan,

dan kemaslahatan bagi para pihak.

Kata Kunci: Wanprestasi, Akad Murabahah, Mediasi, As-Sulh, Pengadilan Agama.
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ABSTRACT

The development of murabahah financing in Islamic banking increases the
potential for disputes due to customer default. The resolution of Islamic economic
disputes in the Religious Courts prioritizes mediation, as stipulated in Supreme
Court Regulation Number 1 of 2016. From the perspective of Islamic Economic
Law, mediation aligns with the concept of as-sulh, which prioritizes deliberation,
willingness, justice, and welfare. This study aims to analyze the legal provisions for
resolving murabahah default disputes through mediation in Decision Number
2/Pdt.G.5/2025/PA.TPI at the Tanjungpinang Class IA Religious Court and its
compliance with the concept of as-sulh. This research is a normative legal study
with a statutory and case-based approach. Legal materials were obtained through

literature review and analyzed qualitatively using descriptive-analytical methods.

The research results indicate that dispute resolution through mediation in
Decision Number 2/Pdt.G.S/2025/PA.TPI complies with Article 49 of Law Number
3 of 2006 concerning Religious Courts, Supreme Court Regulation Number I of
2016, and Articles 1851 and 1858 of the Civil Code concerning peace agreements.
The agreement reached by the parties is strengthened in the peace agreement, thus
having permanent legal force and enforceable power. Furthermore, this mechanism
fulfills the principles of as-sulh, namely an-taradin, syira, al-'adl, husn an-niyyah,
and maslahah, thus achieving dispute resolution that provides legal certainty,

Jjustice, and the benefit of the parties.

Keywords: Default, Murabahah Contract, Mediation, As-sulh, Religious Courts.

vii



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Pengalihan huruf dimaksudkan sebagai proses pengubahan dari satu sistem
abjad ke sistem abjad lainnya. Pengalihan huruf Arab-Latin dalam konteks ini
merupakan konversi karakter-karakter Arab ke dalam karakter-karakter Latin

beserta perangkat pendukungnya.
A. Konsonan

Bunyi konsonan dalam bahasa Arab yang pada sistem penulisan Arab
direpresentasikan dengan huruf. Dalam proses pengalihan huruf ini, sebagian
dikonversikan menjadi huruf, sebagian lainnya dikonversikan dengan simbol,
dan ada pula yang dikonversikan dengan kombinasi huruf dan simbol secara

bersamaan.

Berikut ini ialah daftar karakter Arab yang dimaksud beserta konversinya

ke dalam huruf latin:

Tabel 0.1
Transliterasi Konsonan
Huruf Nama Huruf Latin Nama
Arab
. Tidak
i . ) )
Alif dilambangkan Tidak dilambangkan
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- Ba B Be

< Ta Te

& Sa $ es (dengan titik di atas)
d Jim J Je

C Ha h ha (dengan titik di bawah)
d Kha Kh ka dan ha

3 Dal D De

3 Zal Z Zet (dengan titik di atas)
J Ra R Er

J Zai Z Zet

o Sin S Es

o Syin Sy es dan ye
ol Sad S es (dengan titik di bawah)
ua Dad d de (dengan titik di bawah)
b Ta t te (dengan titik di bawah)
) Za z zet (dengan titik di bawah)
d ‘ain koma terbalik (di atas)
£ Gain G Ge

o Fa F Ef

aé Qaf Q Ki

d Kaf K Ka

J Lam L El

p Mim M Em

o Nun N En

3 Wau W We

A Ha H Ha

s Hamzah ¢ Apostrof

¢ Ya Y Ye

1X




B. Vokal

Bunyi vokal dalam bahasa Arab, seperti halnya bunyi vokal dalam
bahasa Indonesia, terbagi menjadi bunyi vokal tunggal atau monoftong dan

bunyi vokal gabungan atau diftong.
1. Vokal Tunggal

Bunyi vokal tunggal bahasa Arab yang simbolnya berupa tanda atau

harakat, konversinya adalah sebagai berikut:

Tabel 0.2
Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
- Fathah A A
- Kasrah I I
- Dammah U U

2. Vokal Rangkap

Bunyi vokal gabungan bahasa Arab yang simbolnya merupakan

kombinasi antara harakat dan huruf, konversinya berupa gabungan huruf

sebagai berikut:

Tabel 0.3
Transliterasi Vokal Rangkap
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
Sone Fathah dan ya Ai adanu
S Fathah dan wau Au adanu
Contoh:
-G kataba




S fa'ala

S suila
- s kaifa
- ds haula

C. Maddah

Bunyi panjang atau maddah yang simbolnya berupa harakat dan huruf,

konversinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4
Transliterasi Maddah
Huruf Arab Nama Hur}l f Nama
Latin
RN Gatbalydomelil ote A a dan garis di atas
ya
Gese Kasrah dan ya I 1 dan garis di atas
Sune Dammah dan wau U u dan garis di atas

Contoh:

- & gala

- A0 rama

- & gila
Y vaqiilu

D. Ta’ Marbutah

Pengalihan huruf untuk ta’ marbutah terbagi menjadi dua kategori, yaitu:

1. Ta’ marbutah hidup

X1



Ta’ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan
dammabh, transliterasinya adalah “t”.
2. Ta’ marbutah mati
Ta' marbutah yang tidak bervokal atau yang mendapatkan harakat sukun,
konversinya adalah 'h'.
3. Apabila pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al serta pembacaan kedua kata tersebut

terpisah, maka ta’ marbutah tersebut dikonversikan dengan 'h'.
Contoh:

S A Lxyy raudah al-atfal/raudahtul atfal
- 233123\ a—h‘-\-d‘ al-madinah al-munawwarah/al-madinatul munawwarah
B EU talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Penekanan atau fasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan sebuah simbol, baik simbol syaddah maupun simbol ‘asydid,
dikonversikan dengan huruf, yaitu huruf yang identik dengan huruf yang diberi

simbol syaddah tersebut.
Contoh:

- 03  nazzala

- 5 al-birr
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F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf
J, akan tetapi dalam proses pengalihan huruf ini kata sandang tersebut

dibedakan menjadi:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dikonversikan
sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” digantikan dengan huruf yang
langsung mengikuti kata sandang tersebut.
2. Kata sandang yang diikuti huruf gamariyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyah dikonversikan
sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan di awal dan sesuai dengan
bunyinya.
Baik yang diikuti oleh huruf syamsiyah maupun gamariyah, kata
sandang dituliskan secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan

dihubungkan tanpa tanda hubung.
Contoh:
- BN ar-rajulu
-l al-qalamu
- WA asy-syamsu
- B aljalalu
G. Hamzah

Hamzah dikonversikan sebagai tanda apostrof. Meskipun demikian,

ketentuan ini hanya berlaku untuk hamzah yang posisinya di tengah dan di

xiil



akhir kata. Sedangkan hamzah yang terletak di awal kata tidak dilambangkan,

karena dalam sistem tulisan Arab berbentuk alif.

Contoh:

ST , .
- aU g khuzu

"®7

- {4 syai'un

v ok ,
- #3 an-nau’u
- O inna

. Penulisan Kata

Pada prinsipnya setiap kata, baik kata kerja, kata benda maupun huruf
dituliskan secara terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan
huruf Arab sudah lazim digabungkan dengan kata lainnya karena terdapat
huruf atau harakat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut juga

digabungkan dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:
A5 A JVES 38 o3 Wa innallaha lahuwa khair ar-razigin/
Wa innallaha lahuwa khairurrazigin
- Wlada 5l Aa 4 Bismillahi majreha wa mursaha
Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem penulisan Arab huruf kapital tidak dikenal,
dalam proses pengalihan huruf ini huruf tersebut tetap digunakan. Penggunaan
huruf kapital mengikuti kaidah yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf
kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan

kalimat. Ketika nama diri tersebut didahului oleh kata sandang, maka yang
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dituliskan dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan

huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- Gpallad) G b el Alhamdu lillahi rabbi al-"alamin/
Alhamdu lillahi rabbil “alamin

- aadl geadl Ar-rahmanir rahim/Ar-rahman ar-rahim

Penggunaan huruf awal kapital untuk kata Allah hanya berlaku bila
dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan tersebut
digabungkan dengan kata lain sehingga terdapat huruf atau harakat yang

dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

S EG 3pT Allaahu gafiirun rahim

- 358Y) & Lillahi al-amru jami an/Lillahil-amru jami an
J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan ketepatan dalam pelafalan, pedoman
pengalihan hurufini merupakan komponen yang tidak terpisahkan dengan Ilmu
Tajwid. Oleh karena itu, peresmian pedoman pengalihan huruf ini perlu disertai

dengan panduan fajwid.
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MOTTO

i e ) sl ol
“bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya".

(Q.S An-Najm:39)!

"Keberanian dimulai saat berani keluar dari zona nyaman."

(""Zona Nyaman'' — Fourtwnty)

' Q.S An-Najm (53): 39.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia menunjukkan
pertumbuhan yang positif dan menjadi bagian penting dalam sistem keuangan
nasional. Berdasarkan snapshot perbankan syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Tahun 2025, aset, pembiayaan, dan dana pihak ketiga perbankan syariah terus
mengalami peningkatan.? Kondisi tersebut mencerminkan meningkatnya
kepercayaan masyarakat terhadap sistem pembiayaan syariah, sekaligus
memperbesar potensi timbulnya sengketa apabila salah satu pihak tidak memenuhi
kewajiban yang telah diperjanjikan.’

Salah satu produk pembiayaan yang paling banyak digunakan adalah akad
murabahah, yaitu akad jual beli dengan menyebutkan harga pokok dan margin
keuntungan yang disepakati para pihak.* Meskipun memberikan kepastian
mengenai objek, harga, dan mekanisme pembayaran, tingginya penggunaan akad
murabahah juga meningkatkan potensi terjadinya wanprestasi akibat tidak

dipenuhinya kewajiban pembayaran oleh nasabah.’

2 Fisit Suharti, Dkk., “Dinamika Pertumbuhan Dan Potensi Keuangan Syariah Dalam
Mewujudkan Ekonomi Nasional Yang Berkelanjutan”, Journal Of Indonesian Sharia Economics,
Vol. 5, No. 1 (Maret, 2026), hlm. 102., https://Doi.Org/10.35878/Jiose.V5i1.1960.

3 Dhany Historiawan & Syufaat Syufaat, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap
Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah”, Alhamra Jurnal Studi Islam, Vol. 3, No. 2 (Agustus, 2022),
hlm. 161-162., https://Doi.Org/10.30595/Ajs1.V3i2.13599.

4 Anas Malik, Dkk., “Analisis Penerapan Akad Murabahah Dalam Pembiayaan Konsumtif
Pada Bank Syariah", 4I-4 'mal Jurnal Manajemen Bisnis Syariah, Vol. 2, No. 1 (Juni, 2025), hlm.
89-93., https://journal.staittd.ac.id/index.php/ai/article/view/381/286.

5 Heppy Yulia Hidayah, Dkk., “Permasalahan Akad Murabahah Dalam Penerapannya Di
Perbankan Syariah", Jurnal Illmiah Multidisiplin, Vol. 1, No. 4 (April, 2024), hlm. 133-135,,
https://Doi.Org/10.62017/Merdeka.



Wanprestasi dalam akad murabahah terjadi ketika nasabah tidak memenuhi
kewajiban pembayaran sesuai perjanjian sehingga dapat menimbulkan kerugian
dan sengketa bagi bank syariah. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah,
wanprestasi merupakan pelanggaran terhadap akad yang bertentangan dengan
prinsip amanah dan itikad baik.® Oleh karena itu, penyelesaiannya harus
mengedepankan kepastian hukum sekaligus nilai keadilan dan kemaslahatan bagi
para pihak.

Secara normatif, penyelesaian sengketa ekonomi syariah menjadi kewenangan
Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.” Dalam menjalankan
kewenangan tersebut, Pengadilan Agama wajib mengupayakan perdamaian melalui
mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.% Melalui
mediasi, para pihak diberi kesempatan untuk menyelesaikan sengketa secara
musyawarah dengan bantuan mediator yang netral sehingga diharapkan tercapai
penyelesaian yang saling menguntungkan.

Mekanisme mediasi dalam perkara ekonomi syariah pada hakikatnya memiliki
keterkaitan yang erat dengan konsep as-sulh dalam hukum ekonomi syariah. As-
sulh merupakan konsep penyelesaian sengketa melalui jalan perdamaian yang

dilandasi oleh kerelaan para pihak (an-taradin), musyawarah (syiira), keadilan (al-

® Nur Azza Morlin Iwanti & Taun, “Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum
Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku", The Juris Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 6,
No. 2 (Desember, 2022), hlm. 347-349., https://doi.org/10.56301/juris.v6i2.601.

7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 49.

8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan, Pasal 3 ayat (1).



'adl), serta kemaslahatan (maslahah).’ Konsep ini memperoleh legitimasi
sebagaimana Allah SWT berfirman:

Gy el b 15 a0 5AT 0 AL £33 ¢ phetall )

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu

damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada

Allah agar kamu dirahmati” '°

Dengan demikian, mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah tidak
hanya memenuhi ketentuan hukum acara, tetapi juga merupakan implementasi
nilai-nilai syariah yang mengutamakan perdamaian, keadilan, dan kemaslahatan.

Implementasi penyelesaian sengketa melalui mediasi tersebut dapat dilihat
dalam Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2025/PA.TPI. Perkara tersebut bermula dari
wanprestasi yang dilakukan oleh seorang nasabah terhadap kewajiban pembayaran
dalam akad murabahah yang telah disepakati dengan PT BPRS Syarikat Madani
Tanjungpinang sebagai pithak pemberi pembiayaan. Sebelum menempuh jalur
litigasi, PT BPRS Syarikat Madani Tanjungpinang telah melakukan berbagai upaya
penyelesaian secara persuasif dengan mengedepankan musyawarah dan itikad baik.
Penggugat memberikan kesempatan kepada tergugat untuk memenuhi
kewajibannya melalui penyampaian Somasi I, Somasi II, Somasi III, surat
penyemprotan rumah, Surat Peringatan I, Surat Peringatan II, hingga Surat
Peringatan III. Seluruh upaya tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa

telah diusahakan terlebih dahulu melalui pendekatan damai sebelum perkara

° Juen, “Tinjauan Konsep Sulhu Terhadap Penyelesaian Sengketa Murabahah Melalui
Mediasi Di Pengadilan Agama Banyumas”, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 7, No. 2 (Oktober,
2024), hlm. 148-153., https://Doi.0Org/10.30595/Jhes.V7i2.20212.

10.Q.S Al-Hujurat (49): 10.



diajukan ke Pengadilan Agama. Akan tetapi, berbagai upaya tersebut tidak
memperoleh tanggapan yang positif karena tergugat tetap tidak menunjukkan itikad
baik untuk memenuhi kewajibannya sehingga penggugat akhirnya mengajukan
gugatan sederhana ke Pengadilan Agama Tanjungpinang Kelas I A. !!

Pada persidangan pertama, penggugat hadir bersama kuasa hukumnya,
sedangkan tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut. Pada
persidangan kedua, tergugat hadir bersama kuasa hukumnya dan hakim
memberikan nasihat agar para pihak mengutamakan penyelesaian sengketa melalui
jalan damai. Pada persidangan ketiga ketika para pihak sepakat menempuh proses
mediasi. Melalui mediasi tersebut, para pihak berhasil mencapai kesepakatan
perdamaian sehingga pada persidangan keempat hakim menetapkan hasil
kesepakatan tersebut sebagai penyelesaian sengketa dalam bentuk akta
perdamaian.'?

Keunikan Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2025/PA.TPI terletak pada kenyataan
bahwa upaya penyelesaian sengketa melalui perdamaian tidak hanya dilakukan
setelah perkara diperiksa di pengadilan, tetapi telah dimulai sejak tahap pra-litigasi
melalui berbagai upaya musyawarah, somasi, dan surat peringatan yang dilakukan
oleh pihak bank. Setelah perkara memasuki proses persidangan, hakim kembali

mengedepankan mediasi sehingga sengketa dapat diselesaikan melalui kesepakatan

" Dokumentasi Putusan Pengadilan Agama Tanjungpinang Nomor 2/Pdt.G.S/2025/PA. TPL
Diakses pada 13 April 2026.

12 Hasil observasi Putusan Pengadilan Agama Tanjungpinang Nomor 2/Pdt.G.S/2025/PA.TPI.
Diakses pada 29 September 2026.



para pihak. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesinambungan antara upaya
perdamaian di luar pengadilan dengan mediasi di dalam pengadilan.

Meskipun mediasi dalam perkara tersebut berhasil menghasilkan kesepakatan
perdamaian, keberhasilan tersebut belum tentu menunjukkan bahwa seluruh prinsip
as-sulh telah terpenuhi secara substansial. Keberhasilan mediasi dalam perspektif
hukum ekonomi syariah tidak hanya diukur dari tercapainya kesepakatan, tetapi
juga harus memperhatikan apakah proses tersebut dilaksanakan atas dasar kerelaan
para pihak (an-taradin), menjunjung tinggi keadilan, menjaga keseimbangan hak
dan kewajiban, dilandasi itikad baik, serta menghasilkan kemaslahatan bagi para
pihak."

Penelitian terdahulu pada umumnya masih berfokus pada analisis wanprestasi
akad murabahah, pertimbangan hukum hakim, penerapan hukum acara, maupun
kekuatan hukum akta perdamaian sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh
Wildana Liziaroti berjudul “Penyelesaian Sengketa Wanprestasi dalam Akad
Pembiayaan Murabahah (Studi Perbandingan Putusan Pengadilan Agama Stabat
Nomor 1577/Pdt.G/2023/PA.Stb dengan Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor
1/Pdt.G.S/2023/PA.Kds)” merupakan penelitian hukum normatif yang
membandingkan pertimbangan hukum hakim dalam dua putusan sengketa
wanprestasi akad murabahah. Berdasarkan penelusuran pustaka yang dilakukan,
belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengkaji mekanisme penyelesaian

sengketa wanprestasi akad murabahah melalui mediasi dengan perspektif konsep

13 Siti Nuranisya & Moh Najib, “Studi Komparatif Konsep Perdamaian (Ash-Shulhu)
Dalam Kitab Bulughul Maram Dan Implementasinya Pada Akad Kontemporer”, Indonesian Journal
Of Islamic Jurisprudence, Economic And Legal Theory, Vol. 3, No. 4 (Oktober-Desember, 2025),
hlm. 3621-3623., https://shariajournal.com/index.php/IJIJEL/article/download/1529/998



as-sulh. Perbedaan fokus tersebut menjadi nilai kebaruan (novelty) penelitian ini
karena tidak hanya mendeskripsikan proses mediasi, tetapi juga menganalisis
kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip penyelesaian sengketa dalam hukum
ekonomi syariah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk
menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa wanprestasi akad murabahah
melalui mediasi dalam Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2025/PA.TPI serta mengkaji
kesesuaiannya dengan konsep as-sulh dalam perspektif hukum ekonomi syariah.
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap
pengembangan ilmu hukum ekonomi syariah, khususnya mengenai implementasi
mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya memenuhi
ketentuan hukum positif, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan,
perdamaian, dan kemaslahatan sebagaimana menjadi tujuan utama syariat Islam.

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai penyelesaian sengketa wanprestasi
akad  murabahah  melalui  mediasi  dalam  Putusan =~ Nomor

2/Pdt.G.S/2025/PA.TPI di Pengadilan Agama Tanjungpinang Kelas I A?

2. Bagaimana analisis hukum terhadap putusan penyelesaian sengketa
wanprestasi akad murabahah melalui mediasi serta kesesuaiannya dengan
konsep as-sulh dalam Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2025/PA.TPI di Pengadilan

Agama Tanjungpinang Kelas I A?



C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.

Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum mengenai penyelesaian

sengketa wanprestasi akad murabahah melalui mediasi dalam Putusan
Nomor 2/Pdt.G.S/2025/PA. TPl di Pengadilan Agama Tanjungpinang

Kelas T A.

. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum terhadap putusan

penyelesaian sengketa wanprestasi akad murabahah melalui mediasi serta
kesesuaiannya dengan konsep as-sulh dalam Putusan Nomor

2/Pdt.G.S/2025/PA.TPI di Pengadilan Agama Tanjungpinang Kelas I A.

2. Manfaat Penelitian

Secara Teoritis

1) Diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan
ilmu hukum ekonomi syariah, khususnya yang berkaitan dengan
penyelesaian ' sengketa wanprestasi akad murabahah melalui
mekanisme mediasi di Pengadilan Agama dalam perspektif konsep
as-sulh.

2) Diharapkan dapat memperkaya kajian ilmiah mengenai penerapan
mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, serta
memberikan analisis mengenai kesesuaiannya dengan konsep as-sulh

sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa dalam hukum Islam.



b. Secara Praktis

1)

2)

3)

Pengadilan Agama

Diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan referensi bagi
Pengadilan Agama dalam mengoptimalkan penyelesaian sengketa
ekonomi syariah melalui mekanisme mediasi yang sejalan dengan
konsep as-sulh, sehingga dapat mewujudkan penyelesaian perkara
yang lebih cepat, efektif, berkeadilan, dan berorientasi pada
perdamaian para pihak.
Perbankan Syariah

Diharapkan -dapat memberikan pemahaman kepada lembaga
perbankan - syariah mengenai pentingnya  penyelesaian sengketa
wanprestasi akad murabahah melalui mediasi sebagai upaya
penyelesaian yang mengedepankan musyawarah, kesepakatan, dan
prinsip-prinsip syariah sesuai dengan konsep as-sulh, sehingga
hubungan baik dengan nasabah tetap terjaga.
Masyarakat dan Nasabah

Diharapkan dapat memberikan pemahaman hukum kepada
masyarakat dan nasabah mengenai mekanisme penyelesaian sengketa
akad murabahah melalui mediasi di Pengadilan Agama serta
pentingnya penyelesaian sengketa secara damai berdasarkan prinsip
keadilan, kemaslahatan, dan kesepakatan sebagaimana terkandung

dalam konsep as-sulh.



4) Akademis dan Peneliti
Diharapkan dapat menjadi referensi akademik dan bahan kajian
bagi peneliti selanjutnya mengenai penyelesaian sengketa ekonomi
syariah, khususnya terkait penerapan mediasi dalam perkara
wanprestasi akad murabahah serta analisis kesesuaiannya dengan
konsep as-sulh dalam hukum Islam.
c. Manfaat Kebijakan
1) Diharapkan dapat menjadi masukan bagi Mahkamah Agung,
Pengadilan Agama, dan pemangku kepentingan dalam pengembangan
kebijakan penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang lebih efektif
melalui optimalisasi pelaksanaan mediasi, dengan mengintegrasikan
nilai-nilai as-sulh sebagai landasan penyelesaian sengketa yang
mengedepankan perdamaian, kepastian hukum, keadilan, dan

kemaslahatan bagi para pihak.

D. Kajian Pustaka

1.

Skripsi yang ditulis oleh Widiatul Ulva Marunduri (2022) berjudul “Tinjauan
Hukum Islam Terhadap Sengketa Wanprestasi Perjanjian Pembiayaan
Nasabah PT BPRS Safir Bengkulu di Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu”.
Mengkaji penyelesaian sengketa wanprestasi pembiayaan murabahah melalui
jalur litigasi dan nonlitigasi berdasarkan perspektif hukum Islam. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa telah sesuai dengan
prinsip-prinsip syariah yang mengedepankan perdamaian. Persamaannya

dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas sengketa wanprestasi akad



murabahah di Pengadilan Agama dalam perspektif hukum ekonomi syariah.
Perbedaannya, penelitian tersebut menggunakan penelitian lapangan dan
mengkaji penyelesaian sengketa secara umum, sedangkan penelitian ini
merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis
penyelesaian  sengketa melalui  mediasi dalam  Putusan Nomor
2/Pdt.G.S/2025/PA.TPI serta kesesuaiannya dengan konsep as-sulh dalam
hukum ekonomi syariah.'*

2. Skripsi yang ditulis oleh Juen (2023) berjudul “Penyelesaian Sengketa
Wanprestasi dalam Akad Murabahah Melalui Mediasi Perspektif Hukum
Perikatan Islam (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor
1696/Pdt.G/2020/PA.Bms.)”. Merupakan penelitian hukum normatif ini
menganalisis penyelesaian sengketa wanprestasi akad murabahah melalui
mediasi serta kekuatan hukum acte van dading. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa mediasi telah sesuai dengan konsep sulh, dan putusan perdamaian
memiliki kekuatan hukum tetap serta dapat dieksekusi. Persamaannya dengan
penelitian ini adalah sama-sama mengkaji sengketa wanprestasi akad
murabahah melalui mediasi dengan metode penelitian hukum normatif.
Perbedaannya, penelitian terdahulu berfokus pada perspektif hukum perikatan
Islam dan kekuatan eksekutorial acte van dading, sedangkan penelitian ini

berfokus pada mekanisme penyelesaian melalui gugatan sederhana dalam

4 Widiatul Ulva Marunduri, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sengketa Wanprestasi
Perjanjian Pembiayaan Nasabah PT BPRS Safir Bengkulu Di Pengadilan Agama Kelas I A
Bengkulu”, Skripsi, (Bengkulu: UIN Fatmawati Sukarno, 2022).
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Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2025/PA.TPI serta menganalisis kesesuaiannya
dengan konsep as-sulh dalam hukum ekonomi syariah.'?

Skripsi yang ditulis oleh Wildana Liziaroti (2025) berjudul “Penyelesaian
Sengketa Wanprestasi dalam Akad Pembiayaan Murabahah (Studi
Perbandingan Putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor
1577/Pdt.G/2023/PA.Stb dengan Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor
1/Pdt.G.5/2023/PA.Kds)”. Merupakan penelitian hukum normatif yang
membandingkan pertimbangan hukum hakim dalam dua putusan sengketa
wanprestasi akad murabahah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua
putusan sama-sama menyatakan tergugat wanprestasi, namun menggunakan
mekanisme pemeriksaan yang berbeda. Persamaannya dengan penelitian ini
adalah sama-sama mengkaji sengketa wanprestasi akad murabahah melalui
analisis putusan pengadilan. Perbedaannya, penelitian terdahulu berfokus pada
studi perbandingan dua putusan, sedangkan penelitian ini berfokus pada
Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2025/PA.TPI dengan menganalisis penyelesaian
sengketa melalui mediasi serta kesesuaiannya dengan konsep as-sulh dalam
hukum ekonomi syariah.'®

Skripsi yang ditulis oleh Nur Isna Fitriatur Rofigoh (2025) berjudul
“Penyelesaian Wanprestasi Akad Murabahah dalam Perspektif Hukum

Ekonomi  Syariah (Studi Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor

15 Juen, "Penyelesaian Sengketa Dalam Akad Murabahah Melalui Mediasi Perspektif

Hukum Perikatan Islam (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama)", Skripsi, (Purwokerto: UIN
Prof.. K.H. Saifuddin Zuhri, 2023).

16 Wildana Liziaroti, "Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Akad Pembiayaan

Murabahah (Studi Perbandingan Putusan Pengadilan Agama)", Skripsi, (Pekalongan: Universitas
Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid, 2025).
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156/Pdt.G/2024/PA.Smn)”. Merupakan penelitian hukum normatif yang
menganalisis pertimbangan hukum hakim serta penerapan hukum formil dan
materiil dalam penyelesaian sengketa wanprestasi akad murabahah. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa proses pemeriksaan telah sesuai dengan hukum
acara, namun masih terdapat kekurangan dalam penerapan hukum materiil.
Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji sengketa
wanprestasi akad murabahah melalui studi putusan Pengadilan Agama dalam
perspektif hukum ekonomi syariah. Perbedaannya, penelitian tersebut berfokus
pada pertimbangan hakim dan penerapan hukum, sedangkan penelitian ini
menitikberatkan pada penyelesaian = sengketa melalui mediasi serta
kesesuaiannya dengan konsep as-sulh.'”

5. Jurnal yang ditulis oleh Umi Hani dkk (2021) berjudul "Analisis Putusan
Hakim Nomor 02/Pdt.G.S/2019/PA.Ptk Tentang Sengketa Wanprestasi Akad
Murabahah Bil Wakalah". Merupakan penelitian hukum normatif dengan
pendekatan kasus terhadap Putusan Nomor 02/Pdt.G.S/2019/PA.Ptk.
Penelitian yang mengkaji duduk perkara, pertimbangan hukum hakim, dan
metode penafsiran hukum dalam sengketa wanprestasi akad murabahah bil
wakalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mendasarkan putusan
pada alat bukti, pengakuan tergugat, dan QS. Al-Ma'idah ayat (1), namun
belum mengkaji konsep wanprestasi secara komprehensif berdasarkan

KUHPerdata dan KHES. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada

7 Nur Isna Fitriatur Rofiqoh, “Penyelesaian Wanprestasi Akad Murabahah Dalam
Prespektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor
156/Pdt.G/2024/PA.Smn)”, Skripsi, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2025).
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objek kajian, yaitu sengketa wanprestasi akad murabahah dengan metode
penelitian hukum normatif dan pendekatan kasus. Perbedaannya, penelitian
tersebut berfokus pada pertimbangan hukum hakim, sedangkan penelitian ini
menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa melalui mediasi serta
kesesuaiannya dengan konsep as-sulh dalam hukum ekonomi syariah.'®

Jurnal yang ditulis oleh A'in Amalia Rohmah (2022) berjudul “Penyelesaian
Sengketa Wanprestasi Akad Murabahah di Pengadilan Agama Kudus (Studi
Kasus  Putusan  Nomor 455/Pdt.G/2019/PA.Kds)”.  Penelitian yang
menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa sengketa diselesaikan melalui pemeriksaan biasa, hakim menyatakan
akad murabahah sah, tergugat melakukan wanprestasi, dan menghukum
tergugat membayar ganti rugi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji penyelesaian
sengketa wanprestasi akad murabahah di Pengadilan Agama dengan
pendekatan hukum normatif. Perbedaannya, penelitian tersebut berfokus pada
penyelesaian melalui pemeriksaan biasa dan pertimbangan hakim, sedangkan
penelitian ini menganalisis penyelesaian sengketa melalui mediasi serta
kesesuaiannya dengan konsep as-sulh dalam hukum ekonomi syariah.

Jurnal yang ditulis oleh Fathin Afifuddin dan Misbakhul Munir (2024) berjudul

“Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Akad Murabahah Melalui Litigasi”.

¥ Umi Hani, dkk., “Analisis Putusan Hakim Nomor 02/Pdt.G.S/2019/PA Ptk tentang Sengketa

Wanprestasi Akad Murabahah bil Wakalah,” Journal of Shariah Economic Law, Vol. 1, No. 1 (2021),

hlm. 80., https://doi.org/10.24260/al-aqad.v1i1.361.
% A’in Amalia Rohmah and Lina Kushidayati, “Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Akad Di

Pengadilan Agama Kudus (Studi Kasus Putusan 455/PDT.G/2019/PA.Kds),” JIMSYA: Jurnal Ilmu
Syariah, Vol. 1, No. 1 (2022): 158-174., https://jim.uinsuku.ac.id/index.php/JIMSY A/article/view/10/pdf
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Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif untuk menganalisis
putusan Pengadilan Agama terkait sengketa wanprestasi akad murabahah.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menggunakan KHES sebagai
salah satu dasar pertimbangan, tetapi masih lebih dominan mengacu pada
hukum positif. Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama
mengkaji sengketa wanprestasi akad murabahah melalui analisis putusan
pengadilan. Perbedaannya, penelitian tersebut membahas penyelesaian
sengketa secara litigasi pada beberapa putusan, sedangkan penelitian ini
berfokus pada Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2025/PA.TPI dengan menganalisis
penyelesaian melalui mediasi serta kesesuaiannya dengan konsep as-sulh
dalam hukum ekonomi syariah.?

8. Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Rafki & Neni Vesna Madjid (2024)
berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi
Syariah di Pengadilan Agama Padang Kelas IA mengkaji Putusan Nomor
967/Pdt.G/2019/PA.Pdg dan Nomor 396/Pdt.G/2020/PA.Pdg”. Penelitian ini
menggunakan metode yuridis normatif dan empiris. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa hakim lebih berfokus pada penerapan hukum acara secara
formal dan belum optimal mengupayakan perdamaian melalui mediasi.
Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji penyelesaian
sengketa ekonomi syariah melalui mediasi di Pengadilan Agama.

Perbedaannya, penelitian tersebut berfokus pada pertimbangan hakim,

20 Misbakhul Munir & Fathin Afifuddin, “Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Akad
Murabahah Melalui Litigasi", SANGAJI Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum Vol. 8, No. 2
(Oktober, 2024), hlm. 234-244., https://doi.org/10.52266/sangaji.v8i2.3394.
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10.

sedangkan penelitian ini menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa
wanprestasi akad murabahah melalui mediasi serta kesesuaiannya dengan
konsep as-sulh dalam Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2025/PA.TP1.!

Jurnal yang ditulis oleh Yeni Widiyaningsih, dkk (2025) berjudul "Analisis
Penyelesaian Wanprestasi dalam Pembiayaan Murabahah". Membahas
mekanisme penyelesaian wanprestasi dalam pembiayaan murabahah
menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan studi pustaka. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian wanprestasi dapat dilakukan
melalui ta'zir, dhaman, dan restrukturisasi pembiayaan sesuai prinsip syariah.
Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji penyelesaian
wanprestasi dalam akad murabahah berdasarkan hukum ekonomi syariah.
Perbedaannya, penelitian tersebut membahas penyelesaian wanprestasi secara
umum, sedangkan penelitian ini berfokus pada penyelesaian sengketa melalui
mediasi yang menghasilkan akta perdamaian dalam Putusan Nomor
2/Pdt.G.S/2025/PA.TPI serta kesesuaiannya dengan konsep as-sulh.?

Jurnal yang ditulis oleh Aceng Dadi Firmansyah, dkk (2026) berjudul "Analisis
Yuridis terhadap Kekuatan Mengikat Akta Van Dading dalam Penyelesaian
Sengketa Wanprestasi Perspektif Pemenuhan Hak dan Kewajiban Para Pihak
(Studi Putusan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN.Ckr)". Menggunakan metode yuridis

normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan

2! Muhammad Rafki & Neni Vesna Madjid, “Pertimbagan Hakim Dalam Penyelesaian

Sengketa Ekonomi", Ekasakti Legal Science Journal, Vol. 1, No. 4 (Oktober, 2024), him. 355-362.,
https://doi.org/10.60034/b95ncw96.

22 Yeni Widiyaningsih, dkk., “Analisis Penyelesaian Wanprestasi Dalam Pembiayaan

Murabahah,” Jurnal Yurisprudentia, Vol. 11, No. 1 (Januari-Juni 2025), hlm. 120-139.,
https://doi.org/10.24952/yurisprudentia.v11il.14384.
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kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta van dading yang telah
disahkan hakim memiliki kekuatan hukum tetap dan kekuatan eksekutorial,
meskipun pelaksanaannya bergantung pada itikad baik para pihak.
Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji penyelesaian
sengketa wanprestasi dengan metode penelitian hukum normatif dan
pendekatan kasus. Perbedaannya, penelitian tersebut berfokus pada kekuatan
mengikat akta van dading dalam sengketa perdata umum di Pengadilan Negeri,
sedangkan penelitian ini menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa
wanprestasi akad murabahah melalui mediasi di Pengadilan Agama serta
kesesuaiannya dengan konsep as-sulh dalam hukum ekonomi syariah.?’
Berdasarkan seluruh kajian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa penelitian
mengenai penyelesaian sengketa wanprestasi akad murabahah pada umumnya
berfokus pada pertimbangan hukum hakim, penerapan hukum acara, kekuatan
hukum akta perdamaian (acte van dading), serta penyelesaian sengketa melalui
jalur litigasi maupun nonlitigasi. Sebagian penelitian juga telah membahas mediasi
sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa, namun pembahasannya
masih terbatas pada aspek prosedural dan kekuatan hukum hasil mediasi. Selain itu,
terdapat penelitian yang meninjau penyelesaian sengketa berdasarkan hukum
ekonomi syariah, tetapi belum mengkaji secara mendalam implementasi prinsip-

prinsip as-sulh sebagai landasan dalam menilai keberhasilan proses mediasi.

2 Aceng Dadi Firmansyah, dkk., “Analisis Yuridis Terhadap Kekuatan Mengikat Akta Van
Dading Dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Perspektif Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Para Pihak
(Studi Putusan No.48/Pdt.G/2022/PN.CKR),” Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol. 13, No.
1 (2026), hlm. 62-68., https://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/22609/13691
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Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) karena tidak
hanya mengkaji mekanisme penyelesaian sengketa wanprestasi akad murabahah
melalui mediasi dalam Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2025/PA.TPI, tetapi juga
menganalisis kesesuaiannya dengan konsep as-sulh dalam hukum ekonomi syariah.
Analisis tersebut dilakukan dengan menilai apakah proses mediasi telah memenuhi
prinsip-prinsip kerelaan para pihak (an-taradin), musyawarah (syira), keadilan (al-
‘adl), dan kemaslahatan (maslahah). Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan
dapat melengkapi kekurangan penelitian terdahulu sekaligus memberikan
kontribusi akademik terhadap pengembangan kajian penyelesaian sengketa
ekonomi syariah yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga
pada nilai-nilai syariah.

E. Kerangka Teori
1. Teori As-sulh

Secara etimologis, kata sulh (gla/l) berasal dari kata saluha—yasluhu—
sulhan yang berarti damai, memperbaiki, atau menghilangkan perselisihan.
Dalam terminologi fikih, as-Sul/h merupakan akad yang dibuat oleh para pihak
yang bersengketa untuk mengakhiri perselisthan melalui kesepakatan secara
sukarela tanpa adanya unsur paksaan. Tujuan utama as-Sulh bukan sekadar
menghentikan sengketa, melainkan mewujudkan hubungan yang harmonis,

menjaga hak para pihak, serta menciptakan kemaslahatan.
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Landasan normatif as-Sulh terdapat dalam sabda Rasulullah SAW:

V& 25 3 Woa Jal Wl V) Gualaall (5 Sila Al

Artinya. "Perdamaian diperbolehkan di antara kaum muslimin selama tidak
menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal."*

Hadis tersebut menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang yang luas
terhadap penyelesaian sengketa melalui perdamaian selama tidak bertentangan
dengan ketentuan syariah.

Dalam hukum ekonomi syariah, as-Sulh tidak hanya dipahami sebagai
akad perdamaian, tetapi juga sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang
mengandung nilai keadilan, musyawarah, kemaslahatan, dan perlindungan
terhadap hak para pihak. Oleh sebab itu, teori as-Sulh dapat dijadikan dasar
untuk menilai apakah proses mediasi dalam sengketa ekonomi syariah telah
memenuhi prinsip-prinsip syariah secara substansial.

Penggunaan teori ini didasarkan pada kenyataan bahwa penyelesaian
perkara tersebut berakhir melalui kesepakatan damai yang dituangkan dalam
akta perdamaian, sehingga substansi penyelesaiannya tidak hanya perlu dinilai
dari terpenuhinya ketentuan hukum acara sebagaimana diatur dalam Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan, tetapi juga harus dianalisis berdasarkan nilai-nilai perdamaian

yang diajarkan dalam syariat Islam.

24 HR. Abu Dawud, https://www.hadits.id/hadits/abudawud/3594.com. Diakses pada
tanggal 21 Juli 2026.
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Analisis terhadap konsep as-Sulh dalam penelitian ini dilakukan dengan
menitikberatkan pada beberapa prinsip pokok yang menjadi dasar penyelesaian
sengketa menurut hukum ekonomi syariah.

Pertama, perdamaian harus lahir atas dasar kerelaan para pihak (an-
taradin), yaitu adanya persetujuan yang diberikan secara bebas tanpa adanya
unsur paksaan, tekanan, maupun tipu daya. Kesepakatan yang dicapai melalui
mediasi hanya dapat dianggap sesuai dengan konsep as-Sulh apabila benar-
benar merupakan kehendak para pihak untuk mengakhiri sengketa secara
damai. Prinsip ini menjadi penting karena kerelaan merupakan syarat utama
keabsahan suatu akad maupun kesepakatan dalam hukum Islam. %°

Kedua, penyelesaian sengketa juga harus dilaksanakan melalui
musyawarah (syird) yang memberikan kesempatan yang sama kepada setiap
pihak untuk menyampaikan pendapat, kepentingan, maupun usulan
penyelesaian. Dalam konteks mediasi, musyawarah tidak hanya dipahami
sebagai proses perundingan, tetapi juga sebagai sarana membangun
komunikasi yang baik antara para pihak dengan bantuan mediator yang
bersikap netral. Oleh karena itu, keberhasilan mediasi tidak hanya diukur dari
tercapainya kesepakatan, melainkan juga dari terlaksananya proses dialog yang

terbuka, seimbang, dan menghormati hak masing-masing pihak.?

25 Rima Karimah, "Konsep Shulh sebagai Alternatif dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi

Syariah Berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadits," Equality: Journal of Islamic Law, Vol. 2, No. 1
(2024): 1-10., https://doi.org/10.15575/ejil.v2i1.508

26 Bani Syarif Maula, "The Concept of Sulh and Mediation in Marriage Conflict Resolution

in Religious Courts: A Comparative Study between Contemporary Indonesian Family Law and
Classical Islamic Law," El-Agwal: Journal of Sharia and Comparative Law, Vol. 2, No. 1 (2023).,
https://doi.org/10.24090/el-aqwal.v2il.77
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Ketiga, hasil perdamaian harus mencerminkan prinsip keadilan (a/-'adl),
yaitu adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak sehingga
tidak menimbulkan kerugian ataupun keberpihakan terhadap salah satu pihak.
Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, keadilan tidak hanya dimaknai
sebagai kesamaan perlakuan, tetapi juga sebagai penempatan hak dan
kewajiban secara proporsional sesuai dengan ketentuan syariah. Dengan
demikian, kesepakatan yang dihasilkan melalui mediasi harus tetap berada
dalam koridor hukum serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip
syariah.?’

Keempat, penyelesaian sengketa juga harus dilandasi oleh perlindungan
hak para pihak merupakan prinsip yang bertujuan menjamin terpenuhinya hak
dan kewajiban secara seimbang dalam setiap hubungan hukum. Dalam hukum
ekonomi syariah, perlindungan tersebut diberikan kepada seluruh pihak yang
terlibat agar tidak terjadi tindakan yang merugikan salah satu pihak secara tidak
adil. Penerapan prinsip ini penting untuk mewujudkan kepastian hukum serta
menjaga keseimbangan dalam pelaksanaan akad dan penyelesaian sengketa.?®

Kelima, konsep as-Sulh adalah mewujudkan kemaslahatan (maslahah)
bagi seluruh pihak yang bersengketa. Perdamaian yang dihasilkan melalui
mediasi tidak hanya bertujuan mengakhiri sengketa secara formal, tetapi juga

memberikan manfaat berupa terciptanya kepastian hukum, terpeliharanya

27 Bustanul Arifien Rusydi dkk., "Resolution without Enforcement: A Critical Study of Case
Closure and Substantive Justice in Indonesian Court Mediation," Justicia Islamica, Vol. 23, No. 2
(2026)., https://doi.org/10.21154/justicia.v23i2.13286

28 Ramizah Wan Muhammad, "The Theory and Practice of Sulh (Mediation) in the Malaysian
Shariah Courts," [IUM Law Journal, Vol. 16, No. 1., https://doi.org/10.31436/iiumlj.v16i1.42
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hubungan baik para pihak, terlindunginya hak dan kewajiban masing-masing,
serta dihindarkannya dampak negatif yang dapat timbul akibat proses
penyelesaian sengketa yang berkepanjangan. Oleh karena itu, suatu
penyelesaian sengketa dapat dinilai telah sesuai dengan konsep as-Sulh apabila
mampu menghadirkan keadilan, memberikan manfaat, serta mencerminkan
tujuan syariat (magqasid al-syari'ah) dalam menjaga hak-hak para pihak.?

Berdasarkan uraian mengenai kelima prinsip tersebut, dapat dipahami bahwa
konsep as-Sulh tidak hanya dimaknai sebagai upaya mengakhiri sengketa melalui
perdamaian, tetapi juga sebagai suatu mekanisme penyelesaian sengketa yang
berlandaskan nilai-nilai syariah. Suatu penyelesaian sengketa dapat dinilai sesuai
dengan konsep as-Sulh apabila dilaksanakan atas dasar kerelaan para pihak (an-
taradin), ditempuh melalui musyawarah (syira), menghasilkan penyelesaian yang
adil (al-'adl), menjamin perlindungan hak dan kewajiban para pihak, serta
memberikan kemaslahatan (maslahah). Kelima prinsip tersebut merupakan satu
kesatuan yang saling berkaitan dan menjadi indikator dalam menilai kesesuaian
suatu proses perdamaian dengan ketentuan hukum ekonomi syariah.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini konsep as-Sulh digunakan untuk mengkaji
penyelesaian sengketa wanprestasi akad murabahah melalui mediasi dalam
Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2025/PA.TPI di Pengadilan Agama Tanjungpinang
Kelas I A. Analisis tidak hanya difokuskan pada keberhasilan mediasi dalam

menghasilkan kesepakatan perdamaian, tetapi juga pada penilaian terhadap proses

2 Mohamad Athoillah dan Tajul Arifin, "Maqashid Al-Syari'ah dalam Regulasi Mediasi
Mahkamah Agung: Studi Kasus Penyelesaian Konflik Waris di PA Sumedang," 4sy-Syari'ah, Vol.
26, No. 1 (2024)., https://doi.org/10.15575/as.v26i1.33985
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dan substansi kesepakatan tersebut berdasarkan prinsip an-taradin, syira, al-'adl,
perlindungan hak para pihak, dan maslahah.

F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang
berfokus pada kajian terhadap norma, kaidah, dan asas hukum yang berlaku.*
Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menelaah bahan hukum yang
berkaitan dengan permasalahan yang diteliti untuk memperoleh argumentasi,
konsep, dan teori hukum yang relevan.

Objek wutama penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Agama
Tanjungpinang Kelas I A Nomor 2/Pdt.G.S/2025/PA.TPI mengenai
penyelesaian sengketa wanprestasi akad murabahah melalui mediasi. Oleh
karena itu, penelitian ini difokuskan pada mekanisme penyelesaian
sengketa wanprestasi akad murabahah melalui mediasi serta
kesesuaiannya dengan konsep as-sulh dalam hukum ekonomi syariah.

Penelitian in1 menggunkan pendekatan studi kasus (case approach), yaitu
pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis Putusan Nomor
2/Pdt.G.S/2025/PA.TP1 sebagai bahan hukum primer untuk menelaah

mekanisme penyelesaian sengketa wanprestasi akad murabahah melalui

30 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm.
45-53,
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mediasi serta menilai kesesuaiannya dengan konsep as-sul/h dalam hukum

ekonomi syariah.>!

. Sumber Bahan Hukum

Dalam penulisan penelitian skripsi ini, penulis menggunakan bahan hukum
primer dan bahan hukum sekunder.*
a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki
kekuatan mengikat dan menjadi sumber utama dalam penelitian. Bahan
hukum primer yang digunakan adalah Putusan Pengadilan Agama
Tanjungpinang Kelas I A Nomor 2/Pdt.G.S/2025/PA.TPI yang menjadi
objek utama penelitian.
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan
penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam
penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan penyelesaian sengketa ekonomi syariah, seperti KUHPerdata,
HIR/RBg, Undang-Undang Peradilan Agama, Undang-Undang Perbankan
Syariah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

Pengadilan, serta Fatwa DSN-MUI yang relevan, buku hukum acara

3 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, hlm. 54.
32 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, hlm. 59.
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perdata, buku hukum ekonomi syariah, jurnal, skripsi terdahulu, dan
sumber resmi Pengadilan Agama.
3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui
studi dokumen. Studi dokumen dilakukan dengan cara menginventarisasi,
mengklasifikasikan dan menganalisis dokumen berupa bahan hukum primer
serta bahan hukum sekunder serta bahan hukum yang berkaitan dengan
penyelesaian sengketa wanprestasi akad murabahah melalui mediasi dalam
perspektif konsep as-sulh.’’

Selanjutnya, bahan hukum yang telah terkumpul diklasifikasikan
berdasarkan fokus penelitian, yaitu ketentuan mengenai wanprestasi, akad
murabahah, mediasi, konsep as-sulh, serta prinsip hukum ekonomi syariah.
Bahan hukum tersebut kemudian dianalisis dan disusun secara sistematis.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif
normatif dengan metode deskriptif-analitis. Analisis kualitatif normatif
digunakan karena penelitian berfokus pada penelaahan bahan hukum, terutama

Putusan Pengadilan Agama Tanjungpinang Nomor 2/Pdt.G.S/2025/PA.TPI,

33 Wiwik Sri Widiarty, Metode Penelitian Hukum, (Yogyakarta: Publika Global media,
2024), him. 128-130.
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peraturan perundang-undangan, KHES, PERMA, Fatwa DSN-MUI,
KUHPerdata, serta literatur hukum yang relevan.

Tahap pertama dilakukan dengan menginventarisasi bahan hukum yang
berkaitan dengan wanprestasi akad murabahah, mediasi, konsep as-sulh, serta
penyelesaian sengketa hukum ekonomi syariah. Tahap kedua dilakukan dengan
mengklasifikasikan bahan hukum berdasarkan fokus penelitian, yaitu
penyelesaian sengketa wanprestasi akad murabahah melalui mediasi dalam
perspektif konsep as-sulh.

Tahap ketiga dilakukan dengan menafsirkan bahan hukum melalui
pendekatan pendekatan kasus. Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2025/PA.TPI
dianalisis sebagai bahan hukum primer, kemudian dibandingkan dengan
ketentuan KUHPerdata, HIR/RBg, PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Undang-
Undang Peradilan Agama, Undang-Undang Perbankan Syariah, KHES, Fatwa
DSN-MUI, serta prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

Tahap terakhir adalah menarik kesimpulan hukum untuk menjawab
rumusan masalah penelitian mengenai pengaturan hukum penyelesaian
sengketa wanprestasi akad murabahah melalui mediasi serta analisis
kesesuaiannya dengan  konsep as-sulh  dalam  Putusan Nomor

2/Pdt.G.S/2025/PA.TPI1

3% Wiwik Sri Widiarty, Metode Penelitian Hukum, him. 131-135.
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